BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberagasbagai berikut :

1. Tidak terdapat problem atau masalah dari Faktorudukli Pengadilan
Negeri Klas 1A Kupang dalam penerapan Restoratsticei bagi
penanganan ABH.

2. Tidak terdapat problem atau masalah dari faktaaraApPenegak Hukum
di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam penerapanadilan
restorative bagi penanganan ABH.

3. Terdapat Problem atau masalah dari faktor saranafakilitas dalam
penanganan ABG di Pengadilan Negeri Klas 1A Kuparsgperti

Ruangan serta biaya.
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5.2.SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang diambil diatas, ma&kean yang perlu di

perhatikan yaitu :

1. Pemerintah harus menyediakan sarana atau fasyi#tag mendukung
penerapan restoratif justice seperti, ruangan yaegadai khususnya
ruang tunggu anak dan ruang sidang anak, serta pang cukup.

2. Perlu dibuat Peraturan perundang-undangan khushaitaen dengan
Penerapan Peradilan restorative dalam penanganath @&8h aparat

penegak hukum di pengadilan.
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